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KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR lr- A TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN ANGGARAN 201 1

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tihun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu

menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Badan

Peren&naan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa Saudari NURMIDA Hl GANDA, SE yang diusulkan oleh Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Pejabat Pengguna

Anggaran, dianggap cakap dan memenuhi syarat serta memiliki

foriletensi untuk mehksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pehksanaan Anggaran pada Satuan Keria Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan
Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2011;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat ll Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat
I Maluku meniadi Undang-undang;

'iffiffifll" 
t'"'#ilH:": dilfr "D*H]fl J:lffi u "I"".IifffillxNomor43 Tahun 1999;

3. Undangrundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undangrundang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota/
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara; f
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S.Undang.undangNomorlTTahun2003tentangKeuanganNegara;

6.Undang.urrdangNomorlTahun2004tentangPerbendaharElan
Negara;

7. Undangr-undang Nomor 32 Tahun z0o4,

Daerah;

MEMUTUSI(AN :

tentang Pemerintahan

8. Undangrundang l'lo"t"l-^l: Tahun 2OO4 lentang Perimbangan

Keuangan *t't Pemerintah Pusat dan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan;

l0.PeraturanPemerintahNomor5ETahun2oo5tentangPengelolaan
Keuangan Daerah;

ll.PeraturanMenteriDalam.-NegeriNomorl.3Tahun2006tentang
pedoman pengetotaan K''?;;;'-o""t"ry sebagaimana .Telah

Diubah Densan perahrran iiJ"i#'o;; 
-xegefr 

Nomor 59 Tahun

2007;

l2.PeraturanDaerahKabupatenHalmaheraBaratNomor16Tahun
zooa tentang Susunan ;;;i*;i Lembaga Teknis Daerah

KabuPaten Halmahera Barat:

l3.pcraturan Dacrah Kabupaten HalmaheqB3rat Nomor 4 Tahun 2011

I"Hf"iB#d;F#stH *i; 
il'"nra Daerah Kabupaten

MenataPkan

KESATU

KEDUA

Menunluksaudarl*u*ylgnHI.GANDAsENl-P196905292006M2
011. pangkat penaia-ffi;; rr r,-o;roiro3" lll/b' sebagai Bendahara

pengeluaran p"O 
"' 

["iu""-X.rii gadan -Pen'ncanaan Pembangunan

Dacrah lGOupatel 
-Gf-r".n...'gami iahun Anggaran 20 1 1, dengan

atatan langaungnya P-eJafat tlfti etnggt:'ii Angsttan Kepala

Badan percncanaln PemUangun"n-b"".fi-Kabupatan Halmahera

Barat.

BandaharaPcngcluaraneebagalmanadimakaud,DiktumKegatu,
d a I a m'n 

"t "x 
* n 

jti""n'i'lg 
" 
J; lld e u n sl awaPJlI: tetap be rped om a n

pad a kctantua n ptruni a-ng'u nd an gan ya ng bcrlEku'

i3ffi[l["j r5l,*n"sBil, s"nifl:l" 3'?liilil"r"[,T'iHil/
tercantum sebagai berikut /

KETIGA
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan'

Ditetapkan di : Jailolo
padaianggal:3Xqnua^ 2011

BUPA, "w^Mr,
NAi,tTO H. ROBA

Tembusan:
1. Yth. Menteti Dalam Neged di Jakrta'
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Soffi'
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku utara diTemate'
i. yth. lnspektur lnspektorat Kabupaten Halmahera Barat diJailolo'
5. nfr. feiata Dinae PPI(AD tGb. Halmahera Barat di Jailolo'
6. Vang birsangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya'

SPESIMEN
BENDAHARA PENGELUARAN

TANDA TAT{GAN PARAF

f


